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ABSTRAK
{Dyah Ayu Kartikasari,05140293,Fakultas Hukum, 88 halm,2010)

Radio merupakan lembaga penviaran vang berfungsi sebagai tempat kegiatan
pemancarluasan beragam informasi sehingga radio tidak saja untuk sisran
kepentingan umum  tetapi juga wntuk  kepentingan  bisnis. Salah  satuo
diantaranya, penayangan iklan. Sebelum penayangan iklan antara, pemilik
iklan dan Radio membuat perjanjian penayangan. Dalam konteks pemasang
iklan Gallery Café dan Rado Bahana di Kota Padang Panjang, perjanjian
tersebut  discbut kontrak. Dalam  kontrak  tersebut  disepakati  bahwa
penayangan sclama tiga bulan oleh Pihak Radio Babana dan jumlah biaya
penayangan vang dibebankan pihak  Gallery Café.  Permasalahannyva,
bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penayangan iklan antara Radio Bahana
dengan Gallery Caffe, apakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
perjanjian antara Radio Babana dengan Gallery Caffe dan bagaimanakah
penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digpunakan metode
penclitian yuridis sosiologis vaitu mengkaji peraturan perundanp-undangan
vang terkait dan dihubungkan dengan prakteknva di lapangan, Unwk itu,
dilakukan penelitian kepustakaan (library researck) dan penelitian lapangan
(feld research). Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan
studi dokumen dipereleh data primer dan sckunder. Keseluruhan data diolah
dan dianalisis secara kwalitatif. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa,
pertama, pelaksanaan perjanjian penayanpan iklan selama dua bulan pertama
berjalan sesuai hak dan kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
Mamun, pelaksanaan  perjanjian  bulan  ketipa, Gallery Café  tidak
melaksanakan kewajiban membayar biaya iklan. Kedwa, permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan perjanjian adalah gallery Café tidak membayar
sesual dengan kewajiban, sementara radio bahana tetap menayangkan iklan
sesual perjanjian sehinpgga Pihak Radio Bahana menderita kerugian. Atas
dasar itu, pihak Radio Bahana melayangkan Somasi, namun tidak ditanggapi.
Keriga, atas permasalaban tersebut disclesaikan secara musvawarsh dan
menghasilkan kesepakatan penjadwalan ulang pembavaran dan penanyangan.
MNamun, hal ini juga fidsk  menghasilkan  penyelesaian  schingga
penyelesaiannya adalab penayangan dihentikan secara sepihak oleh Radio
Bahana. Sementara kerugian materiil vang diterima Radio Bahana menjadi
tanggungjawab marketing sesua kebiasaan pada Radio Bahana tersebut.
Disarankan, kentrak dibuat dalam bentuk perjanjian vang isinva penegasan
kedudukan subyek hukum, hak dan kewajiban para pihak. dan pilihan
penvelesaian sengketa jika terjadi penyimpangan pelaksanzan perjanjian.



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, vang ditandai dengan kehadiran teknologi informasi
yang dalam perkembangannya menjadikan komunikasi melewati batas-batas negara
di seluruh dunia semakin cepat. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ini
ditandai antara lein pemanfastan teknologi informasi dan kemunikasi aleh media
elektronik dalam dunia penyiaran dan untuk mendapatkan informasi yang terjadi di
seluruh belahan dunia semakin mudah dengan hadim va radio dan televisi.

Dua media dimaksud, yait radio dan televisi, merupakan lembaga penyiaran
yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pemancarluasan informasi melalui sarana
pemancaran dan‘atay sarana transmisi baik di darat, di laut, bahkan di antariksa
dengan gelombang elektromagnetik, kabel serta optik. Hal ini dilakukan agar dapat
diterima oleh masyarakat, dengan bantuan sarana pesawat penerimaan pada sat siaran
radio dan alau pesawal pencrimaan pada saat sigran televi 51, alaw perangkat elektranik
lamnva.

Dalam konteks kepentingan nasional, penyiaran (radio) harus mengacu pada
kepentingan nasional berupa "husiness of ideas”.!. Namun fakia menunjukkan bahwa

radio  dikembangkan ke arah  hisnis untung rugl  semata  sebagaimana
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kecenderungannya yang semakin kuat saat ini. Berdasarkon hal ini, berhagai
ketentuan ditaati dan dibormati, baik kode etik penyiaran maupun peraturan
perundang-undangan terkait,

Kode etik dan peraturan yang berkaitan dengan radio harus diperhatikan
terutama undang-undang yang mengatur tentang keberlangsungan radio serta hal-hal
vang detail di dalam radio. Salah satu vang harus diatur adalah penayangan iklan,
meskipun keberadaan Radio schagai lembaga penyiaran tidak akan berlanjut jika
tidak didukung oleh iklan, lebih-lebih lembaga penyiaran serta karyawan vyang
bekerja didalamnya menyandarkan hidup mereka pada periklanan. Ini berarti
keberlanjutan lembaga penyiaran memerlukan kerjasama dengan pemasang iklan.
Kerjasama  dimaksud berupa kesepakatan membuat perjanjian antara lembaga
penyiaran dengan pemasang iklan.

Suatu kerjasama memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih
untuk membuat perjanjian. Dalam perjanjian itu berarti pihak satu mengikatkan diri
kepada pihak lain, sebagaimana ditentukan Pasal 1313 BW, bahwa “suatu peranjian
adaleh suatu perbustan dengan mana satu orang atsu lebih mengikatkan difnyva
terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam konteks periklanan, ketentuan-ketentuan
dalam pemasangsn iklan di radio menjadi penting untuk dipelajar. Kelentuan-
Ketentuan tersebul mempermudah pihak luar mengetahui hak dan kewajiban, dan
informasi tentang bagaimana iklan itu seharusnya berjalan, kapan iklan itu akan
diuayangkan, dan sanksi yang akan diterima kedua belgh pihak jika teradi

perscngketaan,



Dengan adanya perjanjian, maka terbit suatu perikatan antara dua Orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkatasn yang
mengandung kesanpgupan-kesanggupan tertulis. Dalama konteks hukum, perkatan
adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak
saty berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban
untuk memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan teori hukum perdata, perjanjian/kontrak
terdapat 3 (lima) asas. Kelima asas it antara lain adalah: asas kebebazan berkantrak
(freedom of comtract), asas konsensualisme {concsensualism), asas kepastian hukum
(pacta sunt servanda), asas itikad haik (good faith) dan  asas kepribadian
{personalityy.

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus™ vang berarti kesepakatan,
Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak vang bersanpkutan
lercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa vang dikehendaki oleh pihak samu
adalah yang dikchendaki pula oleh pihak lain. Kedua kehendak ity bertemu dalam
“sepakat” dan melakukan hak kewajiban masing-masing sesuai isi perjanjian antara
tedua belah pihak, Namun dalam praktik, ada kemungkinan salah pihak tidak
menjalankan  hak dan  kewajiban scsual isi perjanjian  dimaksud sehingga
permasalahan hukum muncul.

Dalam konteks perjanjian penavangan iklan di stasiun radio, dimungkinkan

pemasang iklan melanggar perjanjian yang telsh disepakati oleh kedua belah pihak.
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BAB 1V
PENUTUF
A. Kesimpulan

l. Pelaksanaan perjanjian pada bulan pertama dan kedua berjalan sesuai hak dan
kewajiban masing-masing pihak sebagaimana isi perjanjian tersebut, namun
pelaksanasn perjanjian bulan ketiga pihak Gallery tidak melaksanakan
kewajiban membayar biaya iklan, sementara telah menikmati hak siar,

2. Pelaksanaan perjanjian pada bulan ketiga, telah menimbulkan permasalaban
hukum, yaitu pihak Gallery Café tidak melaksanakan kewajiban membayar
biaya iklan kepada pihak Radic Bahana, sementara Radio Bahana tetap
melaksanakan kewajiban menavangkan iklan. Akibat itu, Radio Bahana
menderita kerugian material berupa vang senilai Rp. 300.000,- dan immaterial
karena diingkari. Atas dasar itu, penyelessian awal telah dilakukan Radio
Bahana denpan langkah sebagai berikut -

a. Melakukan Teguran Tertulis. Berdasarkan Teguran Tertulis tersebut,
pihak Gallery bersedia berunding kembali;

b. Musyawarah. Dalam perundingan telah  dimusyawarahkan tentang
kesepakatan penjadwalan ulang tempo pembayaran dan penayangan tetap
dilanjuthkan;

¢. Karena pihak Gallery tetap ingkar, pihak Radio Bahana menghentikan
penayangan iklan dan menyelesaikan secara internal dengan pihak

| marketing, untuk menutup kerugian dengan cara memotong  gaji

marketing, Alasannya, sudah menjadi kebiasaan marketing  hares



bertaggung jawab.dan telah memperoleh peringatan lalaj berupa Somasi
dari pihak Radio Bahana
B. Saran-Saran
Dalam konteks teori hukum perjanjian, permasalahan hukum tefadi disebabkan isi
dan bentuk perjanjian yang mereka sebut sebagai kontrak tidak lengkap schingga
pelakzanaannya terbuka penyimpangan dan penyelesaiainnya tidak tuntas. Untuk itu,
disarankan perjanjian tersebut berisikan:
i . Kleusa Pertama yang berisikan tentang penegasan kedudukan subyek hukum

| {para pihak) dalam perjanjian;

1. Klausa kedua dan klausa ketiga berisikan tentang penegasan hak dan kewajiban
para pihak secara rinci, dimana hak kewajiban pihak pertama dituangkan kedalam

klausa kedua, sementara hak kewajiban pihak kedua dituangkan kedalam klausa

ketiga;

3. Klausa keempat yang berisikan tentang penegasan pilihan penyelesaian sengketa

dan daersh wyuridiksi, jika terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanan
E]

perjanjian,
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